
 
 

BUPATI REMBANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI REMBANG 

 

NOMOR 36 TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 72 TAHUN 2016 
TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG  

TAHUN ANGGARAN 2017 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 

BUPATI REMBANG, 
 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka penyelesaian sisa utang retensi 2014 

yang masih tercatat dalam akun kewajiban neraca keuangan 
dan sebagai dasar koreksi pencatatan dalam penyusunan 

laporan keuangan Tahun Anggaran 2017, perlu adanya 
perubahan pedoman penatausahaan pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
Anggaran 2017; 

 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 
72 Tahun 2016 tentang  Pedoman Penatausahaan 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017; 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah; 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
 

 
 

SALINAN 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah  

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 
 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);  
 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 
4) Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 61); 

 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2016 Nomor 90); 
 

19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 72 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 

2017 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 
Nomor 72); 

 
20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 tahun 2017 tentang 

Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan 

Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 
Nomor 28); 

  
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 72 TAHUN 2016 

TENTANG  PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017. 
 

 
 



Pasal I 

 
1. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IXA dan 

diantara Pasal 114 dan Pasal 115 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 114A 
yang berbunyi sebagai berikut: 

 
BAB IXA 

 
PENYELESAIAN  PEMBAYARAN DAN KOREKSI PENCATATAN SISA UTANG 

RETENSI 5% 

 
Pasal 114A 

 
(1) Penyelesaian pembayaran kepada pihak ketiga dan koreksi pencatatan sisa 

utang retensi 5% adalah penyelesaian dan koreksi pencatatan sisa utang 
retensi 5%  Tahun Anggaran 2014 yang masih tercatat sebagai utang jangka 
panjang pada neraca keuangan daerah Tahun Anggaran 2016. 

 
(2) Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui 

tahapan sebagai berikut : 
a. proses identifikasi atas sisa utang retensi oleh Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang; 
b. pemberitahuan kepada pihak ketiga oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang;  

c. pihak ketiga mengajukan permohonan pencairan kepada Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang paling lambat tanggal, 15 

Desember 2017 dengan kelengkapan sebagai berikut : 
1. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak; 

2. Berita acara serah terima barang dan jasa (FHO); 
3. Berita acara pembayaran; 
4. Berita acara penerima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh 

pihak ketiga/penyedia barang/jasa serta unsur panitia penerima 
hasil pekerjaan barang/jasa berikut lampiran daftar barang/jasa 

yang diperiksa; 
5. Nomor Rekening Bank atau Referensi Bank yang berlaku atau aktif. 

d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan permohonan 
permintaan pembayaran kepada BPPKAD selaku PPKD; 

e. BPPKAD selaku PPKD menerbitkan SP2D.  

 
(3) Apabila setelah pemberitahuan pihak ketiga tidak mengajukan permohonan 

pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan  koreksi 
atas pencatatan sisa utang retensi pada kelompok akun kewajiban neraca 

keuangan. 
 
(4) Koreksi pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 

penghapusan utang. 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku  pada tanggal diundangkan.  
 
 

 
 

 
 

 



Agar setiap orang mengetahui, memutuskan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 
 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal, 25 Oktober 2017 

                
BUPATI REMBANG, 

 
ttd 

 

ABDUL HAFIDZ            
Diundangkan di Rembang 

pada tanggal, 25 Oktober 2017       
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG, 
  

ttd 
 

SUBAKTI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 36 


